
M ngingat 

M imbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentu Pasal 9 ayat (1) 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tah n 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah No or 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Pekalongan, pada urusan peme intahan di bidang 
Kesehatan, selain unit pelaksana te is dinas daerah, 
terdapat rumah sakit daerah seb · unit organisasi 
bersifat khusus serta pusat kese atan masyarakat 
sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang 
memberikan layanan secara profesio 

b. bahwa berdasarkan pertimbang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka erlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Ked dukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta ata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und . g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tah n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah K ta Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Tim , Djawa Tengan, 
Djawa Barat, dan Daerah Isti ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang P rubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentng 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Re ublik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tah n 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara R publik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144 Tambah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tah n 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara epublik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bebe pa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T un 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotama a Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten D rah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daer Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo esia Nomor 5887 
sebagaimana telah diubah dengan P raturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentan Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Neg Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tam bah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 T un 2015 tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Saki (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2015 N mor 159); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan No or 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan umah Sakit (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 020 Nomor 21); 

10. Peraturan Daerah Nornor 5 T un 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Per gkat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2016 Nomor 5) sebagai ana telah dirubah 
dengan Peraturan Daerah Kota P kalongan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubah Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Te tang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daer Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalo gan Tahun 2020 
Nomor 3); 



asi yang melayani 
a, mendesinfeksi, 
mendistribusikan 
yang sekali pakai), 

1 . 

pelayanan yang 
dan pengobatan 

l . 

pasien yang 
an menggunakan 

13. 

11. 
12. 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pek 
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, d n gawat darurat. 
Rumah Sakit Urnum Daerah adalah rumah sakit y g didirikan dan 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mem erikan pelayanan 
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 

10 Rumah Sakit Umum Daerah Bendan yang selanjut ya disebut RSUD 
Bendan adalah Rurnah Sakit Umum Daerah Bendan Ko a Pekalongan. 
Direktur adalah Direktur RSUD Bendan. 
Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kes hatan oleh tenaga 
medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka bservasi, diagnosis, 
pengobatan a.tau pelayanan kesehatan lainnya 
Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terha 
dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan de 
proses keperawatan. 
Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adal 
diberikan dalam rangka penegakan diagnosa peny 
penderita. 
Central Sterile Supply Departemeni (CSSD) adalah ins 
pelayanan sterilisasi dengan fasilitas untuk meneri 
mernbersihkan, mengemas, mensteril, menyimpan d 
alat-alat (baik yang dapat dipakai berulang kali dan al 
sesuai dengan standar prosedur. 

9. 

7. 
8. 

Pasal l 

D · am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai uns r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u san pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon :an. 
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekal ngan. 
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalon 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

etapkan KEDUDUKAN, 
FUNGSI SERTA 

AERAH BENDAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTAN 
SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DA 
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM 
KELAS C. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Walikota Nomor 74 T un 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, gas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan ( erita Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2020 Nomor 74); 

M 



(1 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA I 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 
RSUD Bendan merupakan unit organisasi yang ber ifat khusus dalam 
penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesi nal yang memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan b ang milik Daerah 
dan pengelolaan kepegawaian. 
RSUD Bendan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Din s Kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( 

las C pada Dinas Bendan 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

I Pasal 2 
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk RSUD 
K~sehatan. 

2 . 
andiri. 

fungsional yang 
fungsional yang 

unjukkan tugas, 
ipil Negara dalam 
didasarkan pada 

16 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ru ah Sakit (IPSRS) 
adalah suatu unit fungsional untuk melaksanak kegiatan teknis 
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, agar fasilitas yang menunjang 
pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu saran , prasarana dan 
peralatan alat kesehatan RS selalu berada dalam ke daan layak pakai 
guna menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna dan prima kepada 
pelanggan. 

17 Bank Darah Rumah Sakit (BORS) adalah sebuah unit p layanan di rumah 
sakit yang bertanggungjawab atas ketersediaannya dar h untuk transfusi 
yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup ntuk mendukung 
pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pe yanan kesehatan 
lainnya. 

18 Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang m nyediakan fasilitas 
dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidi dan penelitian 
rumah sakit. 

19 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang me 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur 
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasny 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat 
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabat 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabat 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 



upaya kesehatan 
penyelenggaraan 

Pasal 6, Direktur 
Pasal7 

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
nyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pelayanan 
kesehatan rumah sakit; 

b. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rum sakit; 
c. perumusan rencana dan program, monitoring, evalua i, dan pelaporan di 

bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehat masyarakat dan 
pelayanan rujukan; 

d penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi 
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dal 
pemerintahan daerah; 

Pasal 6 

~

. ektur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 
u aya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, penc ahan, pelayanan 

iukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelati an sumber daya 
m usia kesehatan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian 

syarakat. 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Direktur 

Pasal 5 
B an susunan organtsasi RSUD Bendan sebagaimana dim sud dalam Pasa1 
4 ercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid terpisahkan dari 
Pe aturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 
Su unan Organisasi RSUD Bendan terdiri atas: 
a. Direktur; 
b. Bagian Tata Usaha 

l. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pelayanan Medis 
1. Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis; dan 
2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medis. 

d. Bidang Pelayanan Keperawatan 
1. Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan; dan 
2. Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan. 

e. Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan 
1. Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Penge angan Pelayanan 

Penunjang; dan 
2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
g. Unit Organisasi Pendukung. 



alisis Beban Kerja 

bidang penatausahaan clan pelaporan 

rumah sakit; 
capaian kinerja, 

Dfam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
B gian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan bahan sasaran, program kerja, dan kegiat rumah sakit; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan rumah sakit; 
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiat 
d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluas 

sasaran program dan kegiatan; 
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum melipu i ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan; 
f. pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, eknologi informasi, 

perpustakaan clan kearsipan; 
g. pengoordinasian pengelolaan, 

keuangan; 
h pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
i. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil peme 
j. pengoordinasian pcnyusunan, pelaksanaan clan pen valuasian Standar 

Operasional Proseclur (SOP) dan/ atau Stanclar Pel yanan (SP) bidang 
tugasnya; 

k pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (Anjab), 
(ABK) clan Evaluasi Jabatan (Evjab); 

Pasal 8 ayat (2), 
Pasal 9 

Bagian Kedua 
Bagian Tata Usaha 

Pasal8 
(1 Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala agian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Direktur. 

(2 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas rnengoordi asikan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pela anan administrasi 
clan teknis dibidang tata usaha, perencanaan dan e aluasi, keuangan, 
serta umum dan kepegawaian. 

e. pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen utu rumah sakit; 
f. penyelenggaraan pelayanan medis, rekam medis d pengembangan 

, pelayanan medis; 
g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan, gan pelayanan 

keperawatan dan etika keperawatan; 
h. penyelenggaraan penunjang pelayanan .medis dan non m dis; 
i. I penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelati an sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan alam pemberian 
i pelayanan kesehatan; 

j. penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan serta 
pengabclian masyarakat; 

k. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang mili daerah; 
l. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, o ganisasi, hukum, 

hubungan masyarakat dan pemasaran, rumah tangga, perlengkapan dan 
umum serta teknologi informasi; 

m. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan clan evaluasi S andar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Stanclar Pelayanan (SP) ermasuk Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit; 

n. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan; clan 

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan s uai dengan tugas 
dan fungsinya. 



dar Operasional 
ang tugasnya; dan 

(1 Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Su bagian yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ungjawab kepada 
Kepala Bagian Tata Usaha. 

(2 Subbagian Keuangan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi keu 
b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi an a.ran; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian 

kinerja keuangan; 
d. melaksanakan verifikasi pengelolaan a ministrasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; 
e. melaksanakan fungsi akuntansi; 
f. menyusun bahan dan rnelaksanakan koordinasi 

keuangan; 
g. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi 
1. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 

Pasal 10 
(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin ole seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

(2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja dibidang perencanaan dan -aluasi: 
b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi per ncanaan program 

dan kegiatan; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian 

program dan kegiatan; 
d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi elaporan capaian 

kinerja; 
e. menyusun bahan profil perangkat daerah; 
f. mengelola data dan informasi; 
g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan has I penerapan dan 

pencapaian Standa.r Pelayanan Minimal (SPM) rum 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Paragraf2 
Subbagian Keuangan 

Pasal 11 

1. pengoordinasian laporan hasil penerapan dan pe capaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit; 

m. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelati an sumber daya 
manusia; 

n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelap ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses ai dengan bidang, 
tugas dan fungsinya. 



Pasal 13 ayat (2) 

idang yang dalam 
ng jawab kepada 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal 
Bitiang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja kegiatan pelayanan medis; 
b. pengoordinasia.n penyia.pa.n bahan perumusan kebijak teknis medis; 
c. pengoordinasian penyusunan tata kelola manajemen p la.yanan medis da.n 

rekam medis; 
<I. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, medis dan 

pengembangan pelayanan medis; 
e. pengoordinasian pengelolaan data bidang pelayanan me is; 
f. pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu bidang elayanan medis: 
g. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng valuasian Standar 

Opera.sional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (S ) bidang tugasnya; 
h pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana kegiatan; 

(2 Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas menyelen arakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dan teknis serta pelaporan di bidang pe I yanan medis dan 
pengembangan pelayanan medis. 

Pasal 14 

Paragraf3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 12 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipirnpin ole seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kerja di bidang administ asi umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administra i umum meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelo aan barang milik 
daerah, bahan kerjasama, pengamanan, sarana p asarana teknologi 
informasi, perpustakaan dan kearsipan; 

c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang mili daerah meliputi 
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelap ran barang milik 
daerah; 

d. mengelola dan membina kepegawaian; 
e. mengelola pendidikan dan pelatihan sumber daya anusia di rumah 

sakit; 
f. mengelola serta menyusun Standar Pelayanan SP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) bidang tugasnya; 
g. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis 

Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); d 
h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pelayanan Medis 

Pasal 13 
(1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan 
Direktur. 



Bagian Keempat 
Bidang Pelayanan Keperawatan 

Pasal 17 
( 1 Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang epala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ertanggung jawab 
kepada Direktur. 

rnedis; 
e. melaksanakan pelayanan aclministrasi di bid pengembangan 

pelayanan medis; 
f. melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyaraka ; 
g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan 

Paragraf l 
Seksi Pelayanan Medis dan Rekarn Medis 

Pasal 15 
(1) Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis dipimpin ol h seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berad di bawah dan 
bertriggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Me is. 

(2) Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis mempunyai tu s: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medis an rekarn medis; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pelayanan medis an rekam medis; 
c. menyusun kebutuhan pelayanan medis dan rekam m dis; 
d. mengelola dan menganalisis data medis pasien se a data pelayanan 

med is; 
e. menyusun bahan tata kelola manajemen pelayanan medis dan rekam 

medis; 
f. melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan rekam 
g. melaksanakan administrasi pelayanan medis dan rek 
h. melaksanakan manajemen mutu pelayanan medis; 
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bid ng tugasnya; dan 
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 

Paragraf 2 
Seksi Pengembangan Pelayanan Medis 

Pasal 16 
(1) Seksi Pengembangan Pelayanan Medis dipimpin oleh se rang Kepala Seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di baw~ dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis. . J 

(2) Seksi Pengembangan Pelayanan Medis mempunyai tuga5: . 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan Aelayanan medis; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pengembangan p layanan medis; 
c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengemb gan pelayanan 

meclis; 
d. melaksanakan pelayanan teknis di bidang penge 

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan se uai dengan tugas 
dan fungsinya. 



pelayanan 

keperawatan; 
keperawatan; 

han pelayanan 

keperawatan; 
e. melaksanakan pemenuhan kebutuhan asuhan pelay an keperawatan; 
f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidan asuhan pelayanan 

keperawatan; 
g. melaksanakan manajemen mutu pelayanan keperaw tan; 
h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Paragraf 2 
Seksi Pengembangan dan Etika Keperawa an 

Pasal 20 
( 1 Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan dipimpin !eh seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya · berad di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Ke erawatan. 

rang Kepala Seksi 
dan bertanggung 

Pasal 19 
( 1) Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh se 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di baw 
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. 

(2) Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas 
a. menyusun rencana kegiatan bidang asuhan pelayan 
b. menyusun bahan kebijakan bidang asuhan pelayan 
c. melaksanakan inventarisasi kebutuhan 

keperawatan; 
d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan 

Paragraf 1 
Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan 

enyelenggarakan 
an dan pelayanan 

(2) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksan 
administrasi dan teknis dibidang keperawatan. 

Pasal 18 
D am 1pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), 
Bi ang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang pelayanan keperawat 
b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan teknis, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang keper atan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan kepera atan; 
d. pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu idang pelayanan 

keperawatan; 
e. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan penge aluasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pela an (SP) bidang 
tugasnya; 

f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelap ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses ai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 



bidang 

D am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 21 ayat (2) 
Bi ang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan menyelen arakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang penunjang pelay an medis serta 

penunjang pelayanan non medis dan pengembangan pel yanan penunjang; 
b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebij an teknis bidang 

pengembangan dan penunjang pelayanan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan dan pelayanan 

penunjang pelayanan; 
d. pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana pe unjang pelayanan 

medis dan non medis; 
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pelayanan p9nunjang; 
f. pengoordinasian pengelolaan data dan mutu pel anan di bidang 

penunjang pelayanan; 
g. pengendalian program dan kegiatan instalasi penunjang elayanan; 
h. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng valuasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pela anan (SP) bidang 
tugasnya; 

i. pengendolinn, pembinaan, pengevaluasian dan pela oran pelalcsariaart 
kegiatan; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se uai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 22 

dar Operasional 
g tugasnya; dan 

g pengembangan 

atan dan etika 

dan etika 

etika 

f. 

(2) Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan mempuny 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengemb 

keperawatan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang 

keperawatan; 

l

e. melaksanakan bimbingan etika keperawatan; 
d. melaksanakan pengembangan pelayanan 

keperawatan; 
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bid 

dan etika keperawatan; 
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bid 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelay 

Pasal 21 
(1) Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan dipi pin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya be da di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Direktur. 

(2) Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan , empunyai tugas 
menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan ebijakan teknis, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang 
pelayanan medis dan penunjang pelayanan non medis s rta pengembangan 
pelayanan penunjang. 



an medis meliputi 
diologi dan Rehab 

penunjang pelayanan medis; 
e. melaksanakan koordinasi instalasi penunjang pelay 

Laboratorium, Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), 
Medis; 

an medis; 
dan diagnostik 

(1 Seksi Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepal Seksi yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan ung jawab kepada 
Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayan 

(2 Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang penunjang pelay nan medis; 
b, menyusun bahan kebijakan bidang penunjang pelay 
c. melaksanakan inventarisasi kebutuhan Iogisti 

pelayanan penunjang rumah sakit; 
ct. melaksanakan koordinasi dalam penyediaan logis ik dan diagnostik 

Paragraf 1 
Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengemban an Pelayanan 

Penunjang 

Pasal 23 
(1) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengem angan Pelayanan 

Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang d am melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kep da Kepala Bidang 
Pengembangan dan Penunjang Pelayanan. 

(2) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengem angan Pelayanan 
Penunjang mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang penunjang pel yanan non medis 

dan pengembangan pelayanan penunjang; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang penunjang pel yanan non medis 

dan pengembangan pelayanan penunjang; 
c. melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana pr arana penunjang 

pelayanan non medis rumah sakit; 
d. melaksanakan koordinasi dalam penyediaan sar prasarana 

penunjang pelayanan non medis rumah sakit; 
e. menyusun rencana kerja program pengembangan pe ayanan penunjang 

non medis; 
f. melaksanakan koordinasi instalasi penunjang pel yanan non medis 

meliputi lnstalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Centlal Sterile Supply 
Departemen (CSSD) /atau Laundry, Instalasi Pe1,1eliharaan Sarana 
Rumah Sakit (IPSRS) medis dan lnstalasi Pemelihar an Sarana Rumah 
Sakit (IPSRS) non medis; 

g. melaksanakan pengelolaan data dan mutu pelayan penunjang non 
medis; 

h. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 

i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Paragraf 2 
Seksi Penunjang Pelayanan Medis 

Pasal 24 



BABY 
DEWAN PENGAWAS 

Pasal 27 
) Selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud dal Pasal 4, dapat 

dibentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan p raturan perundang- 
undangan, 

Bagian Ketujuh 
Unit Organisasi Pendukung 

Pasal 26 
) Selain susunan organisasi sebagaimana diatur dalam P1sal 4, dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan, RSUD Bendan dap t membentuk unit 
organisasi pendukung yang bersifat non .struktural ang terdiri Sa:u~ 
Pemeriksaan Internal, Kelompok Staf Medis dan Kom,te, serta orgamsasi 
pelaksana berupa Instalasi. 

( ) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana imaksud pada ayat 
(1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direkt r sesuai peraturan 
Perundang-Undangan. 

dar Operasional 
g tugasnya; dan 

penunjang f. melaksanakan pengelolaan data dan inutu 
medis; 

g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Sf. 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bid 

h. rnengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 25 
(1) Pada RSUD Bendan dapat dibentuk Kelompok Jabatan 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional seb aimana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan per uran perundang 
undangan. 

(5 Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional seb aimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan per turan perundang 
undangan. 

(6 Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan p, la hubungan kerja 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (I) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-u dangan. 

(7 Kelornpok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggungjawab 
kepada Direktur melalui Kepala Bagian dan/atau Kep a Bidang dan/atau 
Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai ienis dan jenjang 
jabatannya yang merniliki keterkaitan dengan pelaks aan tugas Jabatan 
Fungsional. 



( ) Otonomi dalam bidang keuangan dan barang milik 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perencana 
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan 
barang milik daerah. 

aerah sebagaimana 
, pelaksanaan, dan 
an penatausahaan 

BAB VIII 
OTONOMI KEUANGAN DAN BARANG MILIK D ERAH 

Pasal31 

Pasal 30 
( 1 Direktur dalam melaksanakan otonomi bidang kepega aian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 bertanggung jawab kepr.da Kepala Dinas 
Kesehatan. 

( Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dilaksanakan 
melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian. 

BAB Vll 
OTONOMI KEPEGAWAIAN 

Pasal 29 
O nomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimak,ud dalam Pasal 3 
a t (1), dilaksanakan melalui ketentuan: 
a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, ~emindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kepadf Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perun~Fg undangan; 

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelengg akan pembinaan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tuga dan fungsi dalam 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan; dan 

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan embinaan pegawai 
di Jingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan per turan perundang 
undangan. 

BABVl 
JABATAN 

Pasal 28 
(1) Direktur merupakan jabatan administrator atau jabat struktural eselon 

Ill.a. 
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Bendan erupakan jabatan 

administrator a tau jabatan struktural eselon III. b. 
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD B ndan merupakan 

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Dewan Pengawas RSUD Bendan sebagaimana dimak d pada ayat ( 1) 
dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan R UD yang bersifat 
independen dan non teknis perumahsakitan bertangg ng jawab kepada 
Walikota. 

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dibentuk dan 
ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perun ang-undangan. 



Pasal34 
R UD eenoao bersifat otonorn ctalam penyclenggaraan tata elola Rumah Salcit 
d tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelola keuangan badan 
la anan umum Daerah. 

BAB IX 
TATA KERJA 

ng jawabnya; 
ang dipimpinnya; 

dan pejabat 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
c. menandatangani surat perintah membayar; 
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tan 
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiat 

penatausahaan keuangan; dan 
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpi nya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah. 
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pel sanaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan hu uf b disampaikan 
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ke entuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaks d pada ayat (1), 
Direktur ditetapkan selalu kuasa pengguna anggaran d kuasa pengguna 
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u dangan. 

(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana d · aksud pada ayat 
(2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan : 

Pasal 32 
(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud d · 

(1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pel sanaan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huru b sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bert ggung jawab atas 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD B dan. 

Pasal 33 
(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dim sud dalam Pasal 

31 ayat {l), Direktur melakukan penyusunan laporan p rtanggungjawaban 
keuangan yang merupakan bagian dari laporan kine ia sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ct· aksud pada ayat 
(1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan aporan keuangan 
Pemerintah Daerah. 

(3 Tata cara dan format penyusunan laporan keu gan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan k entuan peraturan 
perundang-undangan. 



Pasal 39 
Pe abat yang ada pada RSUD Bendan tetap mendudu · jabatannya dan 
m laksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkann a pejabat baru 
be dasarkan Peraturan Walikota ini. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 
Ur an tugas RSUD Bendan diatur lebih lanjut dengan eraturan Walikota 
te endiri. 

Pasal36 

(1) Direktur wajib mengawasi bawahan dan mengambil Ian kah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-und gan yang berlaku 
apabila terjadi penyimpangan. 

(2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordi asikan bawahan, 
serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi laksanaan tugas 
bawahan. 

(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Ke ala Seksi masing 
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan 
petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil asil pelaksanaan 
tugas menu rut jenjang jabatan masing-masing. 

Pasal 37 

(1) Setiap pimpinan pada RSUD Bendan wajib meny paikan laporan 
pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat wak u kepada atasan 
masing-masing. 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan RSUD Be an dari bawahan 
dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk p nyusunan laporan 
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing 
masing. 

(3) Setiap laporan RSUD Bendan tembusannya dapat di ampaikan kepada 
perangkat daerah lain yang secara fungsional mempuny · hubungan kerja, 

Pasal 35 

am melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan rinsip koordinasi, 
si kronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertical dan horizontal baik di 
Jin kungan masing-masing maupun dengan instansi I n sesuai dengan 
tu asnya. 



4. KASUBAG 

PENANGGUNG AWAB 
PAR.AF 

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 OMOR 83 

iundangkan di Pekalongan 
ada tanggal O 1 Desember 2020 

M. SAELANY MAC FUDZ 

Ttd 

WALIKOTA PEKA ONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pek ngan 
pada tanggal O 1 De ember 2020 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu dangan Peraturan 
ikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K ta Pekalongan. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 
turan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundan an. 
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